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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

        Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Desentralisasi. Sebagaimana yang 

disebutkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah 

penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom 

berdasarkan asas otonomi. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan suatu daerah, 

semata-mata untuk dapat mencapai pemerintahan yang efisien. Pelimpahan wewenang itu 

menghasilkan suatu otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah konsep 

penyelenggaraan pemerintahan yang tidak lagi terkonsentrasi di pusat melainkan 

kewenangan diserahkan ke tingkat daerah. 

        Otonomi daerah memberikan keleluasan kepada pemerintahan daerah untuk 

bertanggung jawab dan berwenang terkait kegiatan pemerintahan terutama untuk mengatur 

dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Berbekal kewenangan dari pemerintah 

pusat sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Peraturan 

Daerah, sebuah pemerintahan daerah dapat menyusun peraturan dan kebijakan untuk 

kegiatan rumah tangga daerah. Selanjutnya, peraturan/kebijakan tersebut diterapkan dalam 

sebuah kegiatan mengurus rumah tangga daerah. Pembagian urusan pemerintah 

berdasarkan peraturan yang ada menghasilkan beberapa urusan yang menjadi kewenangan 

pemerintah daerah, salah satunya ialah lingkungan hidup. 

        Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup maupun Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 
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manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan 

perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Di Indonesia 

kerusakan lingkungan hidup menjadi salah satu fenomena yang mulai dipersoalkan. 

        Menurut Universitas Adelaide, Corey Bradshaw tanggal 7 Mei 2010 dalam laman 

LiveScience, Indonesia merupakan urutan ke-4 sebagai negara paling berkontribusi dalam 

kerusakan lingkungan setelah Brazil, Amerika Serikat, dan China. Kerusakan lingkungan 

di Indonesia menurut Pejabat Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) angka deforestasi di 

Indonesia yang mencapai 680.000 ha per tahun. Kerusakan lingkungan yang ada di 

Indonesia terjadi karena perindustrian, penambangan, kebakaran hutan, serta limbah-

limbah dari perindustrian dan juga Hutan. kerusakan hutan di Indonesia cukup 

memprihatinkan. Berdasarkan catatan Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, 

sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data 

Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di 

Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang. Kerusakan ini mengakibatkan 

terjadinya pencemaran lingkungan di masyarakat, berupa pencemaran udara, air dan tanah.  

        Salah satu wilayah di Indonesia yang sedang mengalami masalah pencemaran 

lingkungan adalah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Kabupaten Merangin merupakan 

salah satu Kabupaten dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jambi. 

Daerah ini terpencil, dengan beberapa jalan dan wilayah pegunungan yang terjal. Daerah 

ini memiliki banyak budidaya pertanian dan tutupan hutan. Delapan puluh persen daerah 

Merangin terletak di ketinggian lebih dari 1.000 meter (m). Kabupaten ini beriklim tropis 

dan udara sejuk dengan suhu udara rata-rata berkisar 22ºC. Dengan hutannya yang luas, 

mencakup 46,25 persen dari total daerah, ekosistem hutan Merangin memiliki pengaruh 

sosioekonomi dan lingkungan hidup yang signifikan terhadap kabupaten. Sebagai contoh, 

banyak orang yang menggunakan rotan untuk pembuatan kerajinan tangan dan 
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perlengkapan rumah tangga, dan kayu cendana digunakan untuk membuat kosmetik dan 

obat-obatan. Selain menjadi sumber perikehidupan bagi masyarakat sekitar, hutan juga 

memberikan layanan lingkungan hidup sebagai fungsi hidrologis, pencegah banjir, 

pengendali erosi, pencegah gangguan air laut dan memelihara kesuburan tanah. 

        Selain memiliki hutan yang bisa dimanfaatkan sebagai penghasilan kehidupan 

masyarakat, Kabupaten Merangin juga memiliki potensi yang sangat besar tehadap 

kandungan emas yang tersebar di beberapa kecamatan. Dengan adanya potensi emas yang 

sangat besar ini bisa membantu pembangunan yang ada di pemerintah kabupaten dan kota. 

Akan tetapi, potensi yang seharusnya bisa dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintah 

ini menjadikan masalah pencemaran lingkungan yang sangat besar, salah satunya 

pencemaran lingkunganyang diakibatkan oleh Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan 

biasa juga disebut dengan penambangan emas ilegal. 

        Permasalahan pencemaran lingkungan yang muncul akibat dari Penambangan Emas 

Tanpa Izin (PETI) ini dilakukan oleh masyarakat, hal ini mengakibatkan masyarakat buta 

dan terus melakukan penambangan emas yang berakibat terhadap kerusakan lingkungan 

yang ada di sekitar. Banyak sawah-sawah dan lahan pertanian masyarakat menjadi rusak 

akibat penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini juga 

menyebabkan kerusakan terhadap kelestarian hutan dan lingkungan hidup yang ada di 

provinsi Jambi.(http://print.kompas.com/baca/2015/02/26/Demam-Emas-Meracuni-Jambi 

diakses pada 5 November 2015) 

        Penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat kian meresahkan, 

penambangan emas ilegal ini terjadi di daerah dekat hulu-hulu sungai. Penambangan emas 

ilegal ini terjadi di lahan dan daerah dekat sungai sehingga hal ini yang meningkatkan 

pencemaran air sungai yang terjadi. Kerusakan alam yang terjadi akibat dari penambangan 

emas liar saat ini sudah menjadi pemandangan yang biasa di sepanjang jalan Kecamatan 

http://print.kompas.com/baca/2015/02/26/Demam-Emas-Meracuni-Jambi
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Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang menghubungkan Kota 

Bangko dengan Kabupaten Kerinci. 

        Aktivitas penambangan emas ilegal ini dilakukan secara terang-terangan oleh 

masyarakat yang ada di sekitar. Tidak hanya sawah-sawah yang dikeruk menggunakan alat 

berat untuk mendapatkan emas, bahkan para penambang juga merusak aliran sungai demi 

mengeruk seluruh potensi emas yang ada. Akibat dari pengerukan yang dilakukan oleh 

penambang membuat aliran sungai yang ada di daerah menjadi keruh dan hal ini membuat 

aliran sungai tidak bisa dipakai. Padahal aliran sungai ini merupakan sumber air baku air 

minum masyarakat. Selain itu, air sungai dijadikan sebagai air irigasi untuk sawah-sawah 

yang ada di sekitar aliran sungai. Akan tetapi, karena penambangan emas ilegal sudah 

merusak air sungai yang ada sehingga sulit dijadikan sebagai sumber air baku air minum. 

(http://indonesia-mining-exploration.blogspot.co.id/2014/10/pencemaran-lingkungan-

minum-air-merkuri.html diakses pada 5 November 2015 ) 

        Air Sungai Batang Merangin yang sudah rusak akibat penambangan emas ilegal di 

Kecamatan Pangkalan Jambu juga merambah ke aliran sungai Masumai yang ada di Kota 

Bangko Kabupaten Merangin yang alirannya mengalir ke sungai terpanjang di pulau 

Sumatera yaitu sungai Batanghari, sehingga aktivitas penambangan emas ilegal ini sangat 

berdampak terhadap aliran sungai yang tidak bisa lagi digunakan dan dimanfaatkan oleh 

masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut. 

        Akibat dari penambangan emas ilegal tidak hanya merusak lingkungan saja tetapi hal 

ini juga menelan korban jiwa. Pada Desember akhir tahun 2014 sampai Maret 2015 sudah 

terdapat 14 orang korban jiwa. Tidak hanya itu, penambangan emas liar juga 

mengakibatkan terjadinya banjir bandang pada delapan desa di wilayah Pangkalan Jambu, 

Kabupaten Merangin yang terjadi pada tanggal 12 Juni 2015.  

http://indonesia-mining-exploration.blogspot.co.id/2014/10/pencemaran-lingkungan-minum-air-merkuri.html
http://indonesia-mining-exploration.blogspot.co.id/2014/10/pencemaran-lingkungan-minum-air-merkuri.html
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(http://www.beritasatu.com/nasional/282172-tambang-emas-ilegal-picu-banjir-bandang-

di-merangin-jambi.html diakses pada 5 November 2015) 

        Penambangan ilegal yang terus meluas ke kawasan hulu sungai merusak hutan 

resapan air, mengahancurkan tebing sungai dan menyebabkan pengkalan atau sedimentasi 

sungai. Kondisi ini membuat sungai di Kecamatan Pangkalan Jambu, Merangin sering 

meluap secara tiba-tiba jika curah hukan meningkat. Luapan sungai ini mengakibatkan 

datangnya banjir bandang. Terdapat korban jiwa saat terjadi banjir bandang tersebut 

dimana korban terbawa arus banjir hingga meninggal. Banyak rumah warga yang rusak 

karena banjir ini, jumlah rumah warga yang diterjang banjir bandang mencapai 414 unit. 

Akibat banjir bandang akses jalan yang ada di daerah ini sempat mati dimana jalanan lalu 

lintas tertutup akibat material tanah, batu dan kayu. 

        Dengan adanya masalah pencemaran lingkungan oleh penambangan emas ilegal ini 

mengakibat air yang sudah dicemari tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk perikanan atau 

yang lainnya, begitu juga dengan tanah yang sudah tidak bisa ditanami berbagai tumbuhan. 

Pembangunan yang mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terjadi 

sedemikian rupa dan tidak diimbangi dengan kehati-hatian dalam pengelolaannya 

mengakibatkan kerusakan dan kehancuran sumber daya alam dari waktu ke waktu menjadi 

semakin tinggi. Masyarakat mengetahui bahwa penambangan emas liar merupakan hal 

yang melanggar hukum akan tetapi dengan dibutakannya dari hasil didapatkan dari emas 

membuat masyarakat yang kurang mengerti tentang perda dan peraturan-peraturan yang 

berhubungan dengan lingkungan hidup sehingga membuat masyarakat buta akan hukum 

dan kerusakan apa saja yang telah terjadi dengan perbuatan yang mereka lakukan. 

Masyarakat seolah-olah tidak takut dan tidak peduli dengan hal-hal yang ada disekitarnya. 

Padahal di dalam Peraturan daerah No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup di Provinsi Jambi Pasal 6 Ayat 1 sudah di jelaskan bahwa setiap orang wajib 

http://www.beritasatu.com/nasional/282172-tambang-emas-ilegal-picu-banjir-bandang-di-merangin-jambi.html
http://www.beritasatu.com/nasional/282172-tambang-emas-ilegal-picu-banjir-bandang-di-merangin-jambi.html
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memelihara kelestarian lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup, menanggulangi kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup, dan 

melakukan efesiensi secara terpadu dan terarah terhadap pemanfaatan sumber daya alam. 

Dengan adanya Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup di Provinsi Jambi ini diharapkan masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang 

bisa merusak dan mencemari lingkungan, sehingga masyarakat biasa mengelola dengan 

baik  lingkungan yang ada disekitar. Akan tetapi, peraturan daerah yang seharusnya 

dijalankan dan ditaati malah diabaikan begitu saja oleh masyarakat setempat. 

        Pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan emas liar 

memerlukan adanya kajian. Kajian tersebut terkait tentang pencemaran lingkungan yang 

diakibatkan dari penambangan emas liar, yang berdampak negatif terhadap kelestarian 

lingkungan. Permasalahan pencemaran lingkungan akibat penambangan emas liar ini 

harusnya mendapat tanggapan yang reaktif dari pemerintahan setempat. Akan tetapi, pada 

kenyataannya permasalahan penambangan emas ilegal di Kecamatan Pangakalan Jambu 

Kabupaten Merangin ini sudah menjadi permasalahan setiap tahun. Hal ini, dikarenakan 

lambannya reaksi dari pemerintahan setempat, baik itu Pemerintah Kecamatan Pangkalan 

Jambu Kabupaten Merangin, maupun Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) sebagai 

instansi terkait yang membidangi permasalahan lingkungan. Pengendalian pencemaran 

lingkungan ini seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintah dalam hal penangannya, 

karena terlepas dari itu semua yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri, adapun 

jumlah luas lahan yang menjadi objek Penambangan Emas Tanpa Izin yang ada di 

Kabupaten Merangin seperti tabel di bawah : 
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Tabel 1 Lokasi dan Luas Area Penambangan Emas Tanpa Izin 

No Lokasi Kecamatan Luas Areal(Ha) 

1 Pangkalan Jambu 655 

2 Sungai Manau 260 

3  Renah Pembarap 2 

4 Tabir Lintas 125 

5 Tabir Barat 185 

 Jumlah 1.227 

Sumber: Lembaga Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin 

        Adanya permasalahan lingkungan ini, fungsi pemerintah dalam menangani 

permasalahan pencemaran lingkungan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Fungsi 

pemerintah merupakan fungsi merupakan apa saja kegiatan pemerintah, dimana fungsi 

adalah pekerjaan/tugas pokok yang wajib dilakukan. Fungsi pemerintah ada tiga yaitu 

pelayanan (service) akan menghasilkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan 

(empowerment) akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan 

(development) akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga berhasilanya suatu 

peran pemerintah dapat dilihat dari bagaimana pemerintah tersebut menjalankan fungsi 

pemerintah dimana fungsi ini merupakan pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pemerintah 

itu sendiri. 

        Pada tahun2015 menurut harian kompas tindakan yang diambil pemerintah daerah 

ialah pencabutan surat izin Penggunaan alat berat, razia terhadap para penambang liar dan 

pemerintah sedang mengambil tindakan tegas untuk memberhentikan stok bahan bakar 

minyak untuk alat- alat berat, tetapi masyarakat setempat tidak mau bekerjasama dan 

mengacuhkan semua hal yang dilakukan pemerintah dan dianggap tidak berjalannya perda 
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no. 6 tahun 2012 tentang pengelolaan lingkungan hidup di provinsi jambi. 

(http://print.kompas.com/baca/2015/03/31/Gubernur-Jambi-Daerah-Kesulitan-Tangani-Sendiri-

Ma?utm_source=bacajuga diakses pada 5 novembere 2015).  

        Kebijakan yang ada bertujuan untuk mengatur tentang bagaimana memelihara 

lingkungan hidup terutamma di daerah aliran sungai di Kabupaten Merangin, tetapi pada 

kenyatannya di lapangan masih terdapat pelanggaran terhadap peraturan tersebut terutama 

pada Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), seperti gambar dibawah ini: 

            

Gambar 1. Aera penambangan emas tanpa izin 

Sumber: Dokumentasi Penulis 13 April 2017 

        Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan pengelolaan 

lingkungan hidup di Kabupaten Merangin belum berjalan baik, dapat dilihat bahwa 

kerusakan sungai yang terjadi akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Jadi, uraian 

permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup studi pada penambangan emas tanpa izinn di Kabupaten 

Merangin. Sehingga dapat diketahui apakah pengelolaan lingkungan hidup ini sudah 

berjalan maksimal. 

 

 

http://print.kompas.com/baca/2015/03/31/Gubernur-Jambi-Daerah-Kesulitan-Tangani-Sendiri-Ma?utm_source=bacajuga
http://print.kompas.com/baca/2015/03/31/Gubernur-Jambi-Daerah-Kesulitan-Tangani-Sendiri-Ma?utm_source=bacajuga
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka proposal ini 

mengangkat permasalahan yaitu: faktor-faktor apa yang mempengaruhi perda no 6 2012 

tentang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup studi pada Penambangan Emas Di 

Kabupaten Merangin? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini 

adalah untuk mengaplikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda No.6 

tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup studi pada Penambangan Emas Tanpa 

Izin di Kabupaten Merangin 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan diatas manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah, sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ingin memberikan sumbangan konseptual bagi 

pengembangan ilmu implementasi kebijakan publik yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan. 

2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi 

pemerintah, masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dalam 

mengimplementasikamn Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten 

Merangin. 

 

 


